‘ >
| | INSPEKTORAT DAERAH BerAKHLAK
) Warmonts toyal Raapt Kolaworatt

PROVINSI SULAWESI BARAT

RENCANA
(I &TARENJA

INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

TAHUN | 2026

P o .
; s :
= -
&
™, 5
iR ‘
- \'\.\&_\
== i
- ~
. 4
—’ Ny -~
N/
— /
— - '
\ . /ﬁ
— L
A —p— e
=: L. v <l

WA NIV AN OAN IAVAN AN IRV AN AN ANVAN )
(M INSPEKT(]RAT SULBAR f INSPEKTORAT SULBAR mlNSPEKTPROVSULBAR J} 1mPROV_suLBAR @INSPEKTURATSULBARPROVGUID :34::3
MMWAVV'W AN A AR N R AR IR AR I




SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 259 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Kerja
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan setrtifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pebangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 322);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 68);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 115);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 126);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1
Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor
1);

21. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun
2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor
9);

22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor
4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 34);

23. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 12
Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 12);

24. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun
2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2025 Nomor 2);
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Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2026, dengan Susunan Tim
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU, berdasarkan norma dan
kaidah perumusan kebijakan perencanaan Perangkat
Daerah yang meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan;

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat

Daerah;

3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat
Daerah;

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas

Perangkat Daerah;

5. Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja
Perangkat Daerah; dan

6. Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri
dari Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan
tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:
Melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas
perumusan kebijakan perencanaan dan penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap kebijakan
perencanaan pembangunan tahunan daerah.

2. Ketua:
Memimpin perumusan kebijakan perencanaan dan
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3. Sekretaris:
Menyiapkan dukungan teknis dalam perumusan
kebijakan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah.

4. Anggota:
a. melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat
Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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b. melakukan evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat
Daerah tahun lalu;

c¢. melakukan analisis permasalahan dan isu strategis
Perangkat Daerah;

d. melakukan perumusan tujuan dan sasaran
Perangkat Daerah;

e. melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan
yang bersumber dari masyarakat/kelompok
masyarakat, pokok-pokok pikiran DPRD, dan
pemerintah daerah kabupaten; dan

f. melakukan perumusan program, kegiatan, sub
kegiatan, aktivitas/pekerjaan, indikator Kkinerja,
pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA,

KELIMA

KEENAM

melaksanakan tugas sejak tanggal 21 Februari 2025 dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran
2025, termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal

an. GUBERNUR SULAWESI BARAT
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

HERDIN ISMAIL

Pangkat Penata Tk.I/IIl.d
NIP. 19811214 201101 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 259 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 Maret 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
SELAWESI BARAT TAHUN 2026

KEDUDUKAN

NO NAMA/JABATAN DALAM TIM

Jl 2 3

1 Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan O

* | Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat g

2. | Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Ketua
Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi :

3. Sekretaris
Barat

4. InSp(.Ektl.,lI‘ Pemba_ntu Wilayah I Inspektorat Daerah Anggota
Provinsi Sulawesi Barat

5. Insp(.ektgr Pembaptu Wilayah II Inspektorat Daerah Anggota
Provinsi Sulawesi Barat
Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat

& Daerah Provinsi Sulawesi Barat Anggota
Inspektur Pembantu Wilayah Khusus Inspektorat

% Daerah Provinsi Sulawesi Barat Arggota
Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Provinsi

8. : Anggota
Sulawesi Barat
Pengawas Pemerintahan Ahli Muda Inspektorat

o Daerah Provinsi Sulawesi Barat Anggota
Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama Inspektorat

10. Daerah Provinsi Sulawesi Barat Anggota

11. Pene_laah Tekms_ Kebijakan Inspektorat Daerah Arigaota
Provinsi Sulawesi Barat

an. GUBERNUR SULAWESI BARAT
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd

HERDIN ISMAIL

Pangkat Penata Tk.I/IIl.d
NIP. 19811214 201101 1 006
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-
Nya, sehingga Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat menyusun Rencana
Kerja (Renja) Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi
Barat. Rencana kerja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen
perencanaan Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 dan dokumen ini akan menjadi
salah satu pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

dalam menyusun perencanaan pembinaan dan pengawasan Tahun 2026.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan rencana
kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 dengan baik , akan
tetapi kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rancangan Awal
Rencana Kerja ini , untuk itu kami sangat menghargai setiap masukan-masukan
positif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026

Mamuju, 19 Agustus 2025
Kepala Inspektorat Daerah

Drs. H.M. Natsir MM
NIP: 19661231 198603 1 116
Pangkat: Pembina Utama Madya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). /44
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DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB | PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2, Landasan HUKUM ... ... e

1.4. Sistematika Penulisan

1.3. Maksud dan Tujuan .........c.oiiiii

BAB Il HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan

Capaian Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat .................ocooiiiiiinnn.
2.3. Isu—isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi

Perangkat Daerah ...
2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD 2026 ..............cccooiiiiiiiiiintn.
2.5. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...................ccccoiienen.

BAB IIl TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ................................
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .............................
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2026 ...................cccoviieinnens

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas

Perangkat Daerah ...
4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan

Tahun 2026 ..o
BAB V PENUTUP
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) Tahun yang memuat program,
kegiatan, lolasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Penyusunananya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana amanat Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Waijib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1
(satu) Tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima
tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasinal .

Selain itu, penyusunan Renja Kerja (Renja) perangkat daerah juga
ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Pasal 15 Ayat (1) yang
mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangat
Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi
Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
memiliki kedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan

mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan

tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah

Inspektorat wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk
mendukung salah satu prioritas perencanaan pembangunan daerah yaitu
Kinerja Aparatur dan Birokrasi agar dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta ada
keterpaduan dan keselarasan antar program- program di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Selain sebagai pedoman kerja, dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat
ini diharapkan dapat memantau dan mengevaluasi sampai sejauh mana
pencapaian tujuan dan sasaran pada periode-periode tertentu dan dari tahun
ke tahun, sehingga dapat dilakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan
ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti
atau diantisipasi.
Rencana Kerja Tahun Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini
merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja
berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang disusun berdasarkan
Rencana Strategis periode 2025-2029.
Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu aktivitas dan pengambilan Keputusan
di masa yang akan datang, sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah
penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau
indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah
ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen
sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang
tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana
Kerja ini akan dicantumkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terinci
untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran yang telah ditetapkan.
Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah
Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target,akan tetapi
meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki;maupun yang

diperlukan secara optimal.
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1.2,

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun

2026 berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan hasil Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2024.
Oleh karena itu, penyusunan Renja ini dikerjakan secara simultan dan
paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2026.
Landasan Hukum
Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Inspektorat
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi
Sulawesi Barat;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;
12.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 — 2024
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
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Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor
126).

20.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi
Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita

Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 34).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2026 disusun untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2026 dengan
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1.4.

mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Adapun tujuan penyusunan Renja

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk:

1. Untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan
perangkat daerah selama satu tahun anggaran, serta untuk memastikan
bahwa kegiatan tersebut selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD).

2. Memastikan keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Inspektorat Dearah Provinsi
Sulawesi Barat, agar bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat.

3. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat dalam melaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun 2026 sesuai tugas
dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Sistematika Penulisan
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Rencana
Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB|1 : PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Landasan hukum

1.3. Maksud dan tujuan
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BAB Il

BAB III:

BAB IV

1.4. Sistematika penulisan
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas Perangkat
Daerah

4.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB V: PENUTUP
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BAB I
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Capaian

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Rencana Kerja Inspektorat Dearah Provinsi Sulawesi Barat Tahun

2026 adalah rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Inspektorat Daerah 2023 — 2026. Pada Tahun

2024, dalam melaksanakan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsi, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menjalankan 3 Program, 11

kegiatan, dan 43 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

16.982.918.664,-

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 7 Kegiatan

yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD

5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar

Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :
1) Penyediaan Gaiji dan Tunjangan ASN

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/Semesteran SKPD
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. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

2) Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan

. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

5) Penyediaan Bahan/Material

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

42) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
okumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaran Pengawasan

Program penyelenggaraan pengawasan terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

1)

2)

Penyelenggaran Pengawasan Internal

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

3) Reviu Laporan Kinerja

4) Reviu Laporan Keuangan

5) Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota

6) Kerjasama Pengawasan Internal

7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Penyelenggaran Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

C. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi terdiri dari 2

Kegiatan yaitu :

1.

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). /44

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi

Pengawasan

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Pendampingan dan Asistensi

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi
Birokrasi

3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi

4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat | Tahun 2026



Dari alokasi anggaran yang ada, sampai 31 Desember 2024 Inspektorat

Daerah Provinsi Sulawesi Barat berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp.
16,885,737,414 atau 99,43 %.

1. Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2. Penyelenggaraan

Pengawasan

Tabel 2.1
Realisasi Capaian Program Inspektorat Daerah Prov. Sulawesi Barat
Tahun 2024
Nilai SAKIP Lingkup BB (80) B (82,50) 103%
SKPD
Level Kapabilitas Level 3  Level 3 100 %
APIP
Persertase perangkat 100 % 100% 100%

3. Perumusan
Kebijakan,
Pendampingan dan

Asistensi

daerah yang
mendapatkan
pendampingan dan
asistensi

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengampu 2 (dua) program

utama yakni program penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan

kebijakan pendampingan dan asistensi.

Indikator capaian program penyelenggaraan pengawasan yaitu level

kapabilitas APIP. Realiasi capaian kinerja adalah 100 %. Pencapaian target ini

sangat didukung adanya penguatan dan pembaruan regulasi serta standar

kerja yang jelas. Standar pengawasan yang kuat akan memberikan pedoman

bagi APIP dalam menjalankan tugasnya, serta mengurangi adanya kesalahan

atau kekurangan dalam melakukan pengawasan.

Selain itu, dukungan penggunaan teknologi informasi dan sistem

informasi pengawasan,

budaya pengawasan

internal serta kolaborasi

kemitraan dengan lembaga pengawasan lainnya juga menjadi faktor penentu

keberhasilan dalam mempertahankan level kapabilitas APIP.

Beberapa kendala dalam mempertahankan dan meningkatkan level

kapablitas APIP adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya komitmen dan pemahaman pimpinan dalam memberdayakan

APIP

2. Kurangnya Kompetensi dan Profesionalisme SDM APIP
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Sarana dan Prasarana belum memadai, terutama yang berbasis IT

4. Ruang lingkup kegiatan pengawasan terbatasKurangnya komunikasi;

5. Standar audit, Kendali Mutu serta Telaah Sejawat belum sepenuhnya

diterapkan

Pada program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

menetapkan indikator capaian kinerja persertase perangkat daerah yang

mendapatkan pendampingan dan asistensi. Pada tahun 2024 capaian

indikator kinerja 100%. Dengan capaian tersebut dapat diyakini bahwa seluruh

perangkat daerah telah mendapatkan pendampingan dan asistensi atas

program dan kegiatan yang dilaksanakakn sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Capaian tersebut tentu didukung oleh pemahaman para aparatur

pengawas terhadap peran dan fungsi APIP selaku early warning system

(peringatan dini) serta quality assurance (penjamin kualitas).

Capaian ini tentu perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan

kedepannya . Beberpa langkah yang saat ini telah di lakukan serta upaya untuk

meningkatkan capaian level kapabilitas APIP adalah sebagai berikut :

Menjadikan Level 3 sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) APIP;

1
2. Meningkatkan Kompetensi SDM APIP;
3. Menambah kuantitas SDM APIP;

4.
5
6
7

Memperbaiki pola rekrutmen SDM APIP;

. Menerapkan standar audit dan kendali mutu serta telaah sejawat;
. Melaksanakan evaluasi atas kinerja APIP (Management Oversight);

. Sinergi dengan APIP lain untuk saling mendukung Peningkatan Kapabilitas

APIP;

Menerapkan audit berbasis risiko,
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EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

[URUSAN PEMERINTAHAN 1 13679617 6oy arxam | 2824 387 029 2220047 39| 4 13584 438 008} 9 30%) 13 684 438 (4}
(Perencanaan, Penganggaran, | locapanys Hiar
441185 062 0,00 163126 50 27700000, 34550 000 31,275,000 69 595 200} 163,120 200 100,00%) 0004 163,120 200) ox
Ponyusuran Dokumen [Jumiah Dokumen
[Porencanaan Perangkat Daorah | Perencanasn Paranghat 4004 74185 062 0,00 A 50355 084 1 6200 000 1 14,700 000) 1 12.775 000 . 17 680 000) g 50 355 000§ 100,00%| 100,00%| 3008 50,355 000) 500 6788%
onh
[Koordras: dan Penyusanan |Jumiah Dokumen RRA-
[Dokumen RKA SKPD SKPD dun Laporan Hawl
[Koordinasi Penyusunan 200 74000 000 0.00 20000 000K 1 3750 000 . 4500 000 2650 000 8698 500} 1 19,998 500/ 100,00%) 9 99%) 100 19998 500§ 000 2009%
[Dokumon RKASKPD
J0ckunea)
[Koordnas dan Peyusunan  [Jumish Dokamen
[Dokumen Perubahan RKA- [ Porubahan RKA SKPD dan
[SKPD Laporan Hasd Koordmas
[Peryusunan Dokumon 200 56 000 00} 000 19165 0008 3750 000 2850 000/ 1 2600 000 10064 200} 1 19,164 2008 100,00%} 100,00%} 100 19,164 200} 000 2%
[Parubahan RKA-SKPD
| iDokumen)
[Koordnas: dan Penyuaunan [ Jumiah Dokummen DPA
[DPA-SKPD 3KPD dan Laporan Hawl
[ Koordnasi Penyusunan 2,00 56000 000} 0,00 20,109 6804 1 3750 000 - 4600 000 - 2600 000 - 9259 400} 1 20109400 100,00%} 100,00%} 100 20.109.400) 0,00 3591%
| Dokumen DPA-SKPD
[Koordnas: dan Penyuaunan %
[Perubahan DPA-SKPO [ Perubahan DPA-SKPO dan
L uporan Harsd Koot
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Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Tahun 2024

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT T.A. 2024

REALISASI ANGGARAN

fone PROGRAM DAN KEGIATAN
Rekening REALISASI BELANJA  PERSENTASE

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 13.679.617.688 13.584.438.099  101,49%

Sy sipt Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 163.126.501 163120200 | 78,38%
Perangkat Daerah

6.01.01.1.02  |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.530.407.968 11.438.669.983 | 100,35%

6.01.01.1.05  |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 118.819.120 118.379.600 | 87,86%

6.01.0.1.06  |Administrasi Umum Perangkat Daerah 657.049.361 656.425.981 | 177,58%

S o7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 103.989.589 102979100 | 99,03%
Pemerintah Daerah

6.01.01.1.08  |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 298.972.349 298.911.494 | 95,16%

it Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan $07.252.800 805951741 | 94,15%
Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.022.354.440 2,021.078.220  96,26%

Penyelenggaraan Pengawasan Internal 660.241.040 659.030.771

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 1.362.113.400 1.362.047.449

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN

0,
DAN ASISTENSI 1.280.946.536 1.280.221.095 84,43%

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan

Pendampingan dan Asistensi 1.266.716.440 1.266.049.095

14.230.096 14.172,000

16.982.918.664 16.885.737.414  99,43%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). /
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Program pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan program
prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran
program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan
kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Setiap
kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini diharapkan dapat
menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat
Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berserta tujuan, sasaran dan
indikatornya tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat 2023 — 2026 yang dijabarkan melalui target tahunan
pada dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Inspektorat
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dan capaiannya dapat dijabarkan
pada tabel berikut :
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

URAIAN SASARAN DIKA ERJA UTAMA \TUAN CAPAIAN CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINE SUMBER KETERANGAN
o STRATEGIS e WL oA e TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2024 'rmuu.::u DATA
Sertifikasi Tenaga Fungsional Auditor Orang 8 13 5 6 120,00%  JSub Bagian Umum
1
Fungsional Pengawas
[Sertifikasi Tenaga Fungsional PPUPD Orang % 4 1 3 300,00%  |Sub Bagian Umum
[ Tingkat Penyelesaian Kasus Pengaduan| Inspektur Pembantu
Masyarakat % 100,00 100,00 100 100 100,00% Wilayah Khsusus
P“f’“’f;ﬁ““’" BEX yang % 70,00 70,00 80 74 92,50%  [Tim Tindak Lanjut
Tingkat Kapabilitas APIP Level 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00% feurerariat
Nilai Maturitas SPIP Level 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00% Bagian Umum
[Monitoring Control Prevention (MCP) > Inspektur Pembantu
Corsupgah KPK Nilai 83,00 75,00 79,00 77,00 97,47% Wilayah Khsusus
P % S el Opini wip WP wTP wrP 10000%  LHP BPK 2024
[Meningkatnya Kinerja e
2 |penyelenggaraan ey i y Tidak ada Surat Keputusan
Ipemerintahan et RB Lingkp Insy Frediat 2 B & Penilaian OPD Gubernur Prov. Sulbar}
urat KEMENPAN No.
Predikat SAKIP Provinsi Predikat BB B B A B/511/AA.05/2024
LHE Inspektorat
Predikat SAKIP Inspektorat Predikat B B B A z;"’h HI LI
700.1.2.1/278/2024
RB Provinsi Predikat B B B
- Keputusan Ketua
Pelayanan Publik ZONA KUNING HDAU (B) HDAU (B) HIJAU (A) [Ombudsman RI No.
______ - 252Tahun 2024
Tingkat Kepatuhan LHKPN % 100,00 r 100,00 100,00 100,00 100,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui adanya beberapa target target
yang belum di capai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yakni Tindak
Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditargetkan mencapai

80%, akan tetapi sampai akhir periode rencana kerja hanya dapat dicapai 74%.

Begitu pula atas Target capaian Nilai Monitoring Centre For Prevention
(MCP) KPK RI yang ditargetkan 79 Poin, tetapi pada akhir periode rencana kerja
hanya dapat dicapai 77 Point.

Pada Tahun 2024, capaian target Tujuan dan Sasaran secara umum
telah dicapai secara maksimal, bahkan beberapa terdapat beberapa target yang
capaiannya melebihi rencana target yang telah ditetapkan yakni sertifikasi
tenaga fungsional Auditor dan PPUPD, dari target 6 Orang pada akhir periode
Renja 2024 realisasi capaiannya mencapai 9 Orang, target nilai SAKIB dan RB
Provinsi serta SAKIP OPD juga capaiannya malampui target yang telah
ditetapkan.

Pada dasarnya, Inspektorat merupakan perangkat daerah yang
bertugas melaksanakan pengawasan dengan menjalankan fungsi penjaminan
mutu (quality assurance) dan konsultasi (consulting), sehingga secara tugas
pokok dan fungsi tidak melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat
secara penuh. Adapun pelayanan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat merupakan pelayanan yang Dbersifat
konsultatif/consulting kepada Perangkat Daerah lain.

Namun demikian, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terus

melakukan Inovasi di bidang pengawasan dengan mengembangkan sarana
pengaduan untuk masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan terutama
atas pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan yang berindikasi Tindak
Pidana Korupsi melalui Aplikasi Whistleblowing System (WBS).
Berdasarkan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, Inspektorat
Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Urusan Pengawasan Dalam
penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang
tercantum pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023-
2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanannya didasarkan pada tolok ukur
dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Selain itu, pelayanan Inspektorat berupa sarana pengaduan masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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2.3.

atas penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2024 melalui Whistleblowing

System telah menerima sejumlah 7 Pengaduan Masyarakat yang dapat

digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjutnya
No Jenis Pengaduan Jumlah Selesai  Proses Keterangan
Pengaduan
1 Pelanggaran/ Dugaan 1 1 0 Telah direkomendasikan ke pihak
Pelanggaran Bidang terkait (BKD) untuk pemberian
Kepegawaian sanksi disiplin
Dugaan Pelanggaran 3 pengaduan ditindaklanjuti oleh
Tindak Pidana Khusus Bagian TLHP Inspektorat untuk
2 (korupsi, gratifikasi, 5 5 0 penyelesaian temuan, 1 pengaduan
suap, pencucian uang, tindaklanjutnya diserahkan ke pihak
dan sejenisnya) berwenang/ instansi terkait, 1
pengaduan lainnya dilimpahkan ke
pihak terkait
Pelanggaran Peraturan Diselesaikan dengan mediasi
3 dan Ketentuan lain yang 1 1 0 antara pelapor dengan terlapor

berlaku di Lingkungan
Pemprov Sulawesi
Barat

Dari tabel diatas diketahui bahwa seluruh pengaduan masyarakat yang
telah disampaikan melalui saluran pengaduan WBS telah diverifikasi dan di

Tindak Lanjuti seluruhnya.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Inspektorat daerah yang merupakan perangkat daerah yang mengampu
urusan penunjang bidang pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.
Sesuai rancangan ahkir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026,
Inspektorat Daerah Mengampu Misi 5 “ Memperkuat tata kelola pemerintahan
yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas,
Tujuan 6 “memperkuat reformasi birokrasi dan sasaran 6.4 “membaiknya
pengendlaian dan pengawasan’

Pada kurun waktu 2023 — 2024 tingkat kinerja pelayanan Inspektorat
Provinsi Sulawesi Barat melalui dua program prioritas yakni  program
penyelenggaraan pengawasan dan perumusan kebijakan, pendampingan dan
asistensi beberapa target kinerja telah tercapai sesuai dengan perencanaan
yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut gambaran capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat
Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023 -2026 sesuai capaian Rencana Strategis
yang telah dtetapkan pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan proyeksi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). /
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capaian tahun berikut hingga akhir periode Renstra :
Tabel 2.5
Capaian Kinerja 2023 — 2024

TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR TARGET RENSTRA CAPAIAN PROYEKSI
2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 | 2026
Tujuan :
Meningkatnya
kompetensi Tenaga
1 | sumber daya Fungsional 9 7 6 8 17 9 6 8
aparatur Pengawas
pengawas Tersertifikasi
Meningkatnya
kapasitas Tingkat
pemerintahan Penyelesaia
2 | yang bersih dan n kasus 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% | 100% | 100%
bebas korupsi, Pengaduan
kolusi dan Masyarakat
nepotisme
Sasaran :
Meningkatn .
Kaepab?li tzts va Sertifikasi
1 . Tenaga 9 7 6 8 17 9 6 8
Fungsional Fungsional
Pengawas
Persentase
Tingkat
2 mgg&‘;gkamya Ponyelesaia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
penyelenggaraa Pengaduan
n pemerintahan Masyarakat
Persentase
temuan BPK
yang 80% 80% 80% 80% 70% 74% 75% 78%
ditindaklanjut
|
"Elngka_t_ Level Level Level Level Level Level Level
apabilitas Level 3
APIP 3 3 3 3 3 3 3
,’:‘A'Ia' . Level Level Level Level Level Level Level
aturitas 3 3 3 3 Level 3 3 3 3
SPIP
Tingkat
Capaian
Monitoring
Control 78 79 80 81 75 77 80 81
Prevention
(MCP)
Korsupgah
KPK
Opini BPK
atas
f’e”y"’“'a“ WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
aporan
keuangan
Pemda
Predikat
SAKIP B B B B B A A A
Provinsi
RB Provinsi B B B B B - B B
Pelayanan HIJA HIJA HIJA HIJA KUNIN HIJA HIJA HIJA
Publik U (B) U (B) U (B) U (B) G U (A) U (A) U (A)
Tingkat
Kepatuhan 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% | 100% | 100%
LHKPN

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui adanya beberapa target target

yang belum di capai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yakni Tindak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). /
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Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Rl yang ditargetkan mencapai

80%, akan tetapi sampai akhir periode rencana kerja hanya dapat dicapai 74%.

Begitu pula atas Target capaian Nilai Monitoring Centre For Prevention (MCP)
KPK Rl yang ditargetkan 79 Poin, tetapi pada akhir periode rencana kerja hanya
dapat dicapai 77 Point.

Pada Tahun 2024, capaian target Tujuan dan Sasaran secara umum
telah dicapai secara maksimal, bahkan beberapa terdapat beberapa target yang
capaiannya melebihi rencana target yang telah ditetapkan yakni sertifikasi
tenaga fungsional Auditor dan PPUPD, dari target 6 Orang pada akhir periode
Renja 2024 realisasi capaiannya mencapai 9 Orang, target nilai SAKIB dan RB
Provinsi serta SAKIP OPD juga capaiannya malampui target yang telah
ditetapkan.

Beberapa permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tabel sebagai
berikut :

1. Kurangnya Kompetensi sumber daya aparatur baik auditor maupun PPUPD.;

2. Kurangnya dukungan IT dalam penerapan fungsi pengawasan;

3. Kualitas dan Kuantitas SDM APIP baik Auditor maupun PPUD belum optimal;

4. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Perangkat
Daerah belum Optimal;

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan yang belum memadai.

6. Kompleksitas tugas-tugas mandatory yang harus dilaksanakan;

7. Rendahnya respon perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi
hasil pengawasan

8. Alokasi anggaran pengawasan belum memadai.

9. Belum terpenuhinya standar pendidikan dan pelatihan bagi aparat
pengawas.

10.Belum adanya pedoman yang ketat dalam sistem mutasi masuk dan keluar
ASN bagi APIP ;

11.Rendahnya pemahaman tentang SPIP dan kurangnya komitmen pimpinan
perangkat daerah akan pentingnya SPIP;

12.Manajemen risiko tidak berjalan efektif, sehingga risiko-risiko yang mungkin

timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD tidak dapat diidentifikasi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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24,

ditangani dengan baik.

Dengan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi, maka dapat

ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat

sebagai berikut :

1.
2.

N OO O b~

Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan

pelatihan yang berkesinamungan;

. Peningkatan peran APIP melalui pembinaan , pendampingan, aisistensi,

consulting serta pembinaan dan pengawasan lainnya;

. Peningkatan koordinasi antara APIP dan APH
. Perumusan kebijakan teknis pengawasan,;
. Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan

. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan.

Melalui isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak

positif terhadap pencapaian visi dan misi gubernur Sulawesi Barat 2025-2029

dalam rangka mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera begitu pula

terhadap pencapaian program nasional.

Reviu Terhadap Rancangan RKPD 2026

Inspektorat Dearah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan reviu

terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rencana kerja Inspektorat menyesuaikan dengan program prioritas pemerintah

daerah sehingga terdapat beberapa Sub kegiatan yang masuk dalam rancangan

awal rencana kerja mengalami penyesuaian pada rancangan akhir rencana

kerja. Hal tersebut dilakukan melalui analisis kebutuhan yang dapat disajikan

dalam tabe berikut :

Tabel.2.5
Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). /44
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RANCANGAN AWAL RKPD

Target Capaian Kinerja

Program/Kegiatan/Sub

HASIL ANALISA KEBTUHAN

Target Capaian Kinerja

Program/¥ /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Vol Satuan Vol Satuan
PROGRAM PENUNJANG zgggmm PENUNJANG
| URUSAN PEMERINTAHAN Capaian Realisasi 100 Persen PEMERINTAHAN Capaian Realisasi 100 Persen
DAERAH
DAERAH
Indeks Pengelolaan Aset Indeks Pengelolaan Aset
OPD 100 Persen OPD 100 Persen
Indeks SPBE Perangkat Indeks SPBE Perangkat
Daerah 42,5 Indeks Daerah 42,5 Indeks
Nilai SAKIP Perangkat 83 Point Nilai SAKIP Perangkat 83 Point
Daerah Daerah
Perencanaan, Penganggaran, i::‘egcna"a:r';’n dan
1.1 dan Evaluasi Kinerja Perangkat ganggaran,
Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
P Dok Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan
1 enyusunan Liokumen Perencanaan Perangkat 4 Dokumen Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah 2 Dokumen 95,682,400
Perencanaan Perangkat Daerah Daerah 20,000,000
Daerah
Jumlah Dokumen RKA-SKPD Koordinasi d Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi oordinasi dan dan Laporan Hasil Koordinasi
2 Dokumen RKA- SKgD Penyusunan Dokumen RKA- 2 Dokumen 20,000,000 Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen RKA- 1 Dokumen 19,651,400
SKPD RKA- SKPD SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan RKA-SKPD dan Laporan
3 Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 19,126,400
Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA- dan Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi dan dan Laporan Hasil Koordinasi
4 SKPD Penyusunan Dokumen DPA- 2 Dokumen 14,000,000 Penyusunan DPA- SKPD Penyusunan Dokumen DPA- 1 Dokumen 19,955,400
SKPD SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan
A DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan DPA-SKPD dan Laporan Hasil
5 gg?&g::as’; cggAFj?%;sDunan Koordinasi Penyusunan 2 Dokumen 14.000.000 Penyusunan Perubahan Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 19,322,200
Dokumen Perubahan T DPA- SKPD Dokumen Perubahan
DPA-SKPD DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
A Kinerja SKPD dan Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian l;gz“i:gj:;gal_r; oran Hasil Koordinasi Penyusunan
6 Laporan Capaian Ki)rl1erja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2 Laporan Cap)e/!ian Kinerjapdan Laporan Capaian Kinerja dan 3 Laporan 56,156,800
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD dan Laporan 18,000,000 Ikhtisar Realisasi Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Hasil Koordinasi Penyusunan SKPD
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
- Jumlah Laporan Evaluasi
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 18,000,000
12 Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan
) Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat | Tahun 2026




Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Jumlah Orang yang Menerima

Penyediaan Gaji dan

Jumlah Orang yang Menerima

1 ASN Gaiji dan Tunjangan ASN 77 OB 11,524,551,991 Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN 77 OB 11,234,160,283
. . . Jumlah Dokumen Hasil . - . Jumlah Dokumen Hasil
2 Ei:;){(es(::ra]:;]nATqﬂmgfggsl\ll Penyediaan Administrasi 12 Dokumen 35.000.000 gzlr;){(esi'ra‘zznl'\%:m::ggs’\" Penyediaan Administrasi 12 Dokumen 31,230,400
9 Pelaksanaan Tugas ASN N 9 Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semester Koordinasi dan Bulanan/Triwulanan/Semestera
. . an n
Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Laporan -
SKPD dan Laporan SKPD dan Laporan Koordinasi
3 #ﬂs&ﬁ?};}%ﬁﬁ:&g:?gﬂgD Koordinasi Penyusunan 12 Laporan 14,000,000 'IFﬁ:vi?s::nglé?;]:;;ran Penyusunan Laporan 12 Laporan 34,130,800
Laporan Keuangan Bulanan/ Keuangan Bulanan/
Tri SKPD :
riwulanan/Semesteran Triwulanan/Semesteran
SKPD SKPD
13 Administrasi Kepegawaian Q:":ni:v?;:i" Perangkat
. Perangkat Daerah peg 9
Daerah
. . Jumlah Paket Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas
1 iter?t)gid;alnnPikala:nDlnas Beserta Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 120.000.000 Beserta Atribut Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket -
ut Kelengkapannya T Kelengkapannya
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatih Jumlah Pegawai Berdasarkan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi yang encidixan dan Pefatinan Tugas dan Fungsi yang
2 | Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan 7 Orang 450.000.000 Pegawai Berdasarkan Mengikuti Pendidikan dan 7 Orang 436,928,000
Pelatihan T Tugas dan Fungsi Pelatihan
Jumlah Orang yang Mengikuti Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perundang- Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Peraturan
3 Undangan 9 Perundang-Undangan 15 Orang 30,000,000 Perundang- Undangan Perundang-Undangan 7 Orang 31,120,000
14 Administrasi Umum Perangkat Administrasi Umum
) Daerah Perangkat Daerah
. . umlah Paket Komponen . Jumlah Paket Komponen
P I s Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket oo L monomgan | Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket 13,820,000
Kantor 9 9 Bangunan Kantor yang 20,000,000 Bangunan Kantor 9 Bangunan Kantor yang ’ ’
Disediakan 9 Disediakan
P di Peral d Jumlah Paket Peralatan dan
2 Per:ye |kaan eKra atan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Paket -
erlengkapan Kantor Disediakan
: isti Jumlah Paket Bahan Logistik
3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik 2 Paket 100,000,000 | fenvediaan Bahan Logistik | ot yang Disediakan 1 Paket 74,655,000
Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan
4 yed dan Penggandaan yang 1 Paket 50,000,000 vedl dan Penggandaan yang 1 Paket 44,842,000
Penggandaan Disediakan Cetakan dan Penggandaan Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Jumlah Dokumen Bahan
: Bacaan dan Peraturan Penyediaan Bahan Bacaan Bacaan dan Peraturan
5 Ez:layti?;ag;i:sznzfﬁan%f;gg;‘n Perundang-Undangan yang 1 Dokumen 20,000,000 dan Peraturan Perundang- Perundang-Undangan yang 24 Dokumen 91,290,000
Disediakan Undangan Disediakan
Jumlah Paket Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material
6 Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 100,000,000 Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 89,727,167
Jumlah Laporan P | Rapat Jumlah Laporan
inasi Penyelenggaraan Rapat enyelenggaraan Rapa Penyelenggaraan Rapat
7 zae:yf;?;%ﬁ::asrkggpat Koordnasi Koo?'/dinasgigdan Konst?ltasi 1 Laporn 250,000,000 Koordinasi dan Konsultasi Koo?'(dinasgigdan Konst?ltasi 12 Laporn 173,920,400
SKPD SKPD SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem ;l;ﬁglf:alg;):grgﬂeﬂjkungan gil;'t(:r:glggn'?::;ﬁﬂzian éuerlr;lsgalr?:::rg;rzea‘l:kungan
8 Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Berbasis 1 Dokumen 100,000,000 Pemerintahan Berbasis 41 Dokumen 281,875,200

pada SKPD

Elektronik pada SKPD

Berbasis Elektronik pada
SKPD

Elektronik pada SKPD




Pengadaan Barang Milik Daerah g::?:lf :1?15:?:9 Milik
1.5 Penunjang Urusan Pemerintah jang
Daerah Urusan Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit Sarana dan Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Prasarana Pendukung Prasgarana Pendukun Prasarana Pendukung
1 Pendukung Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau 15 Unit 280,000,000 Gedung Kantor atau 9 Gedung Kantor atau 10 Unit 51,707,200
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Ban. ur?an Lainnya Bangunan Lainnya yang
Disediakan 9 Y Disediakan
16 Penyediaan Jasa Penunjang :::Zz?;;"u'ﬁs:a"
Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumiah Laporan Penyediaan 12 Laporan 35,000,000
Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Penvediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber 12 Laporan 100,000,000 Korr¥unikasi Sumber Daya Jasa Komunikasi, Sumber 12 Laporan 98,460,000
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang P ’ ’ Air dan Listr’ik V! Daya Air dan Listrik yang P ’ ’
Disediakan Disediakan
. Jumlah Laporan Penyediaan . Jumlah Laporan Penyediaan
3 Eg:{oerdlaan Jasa Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 400,000,000 g:lr;ye;::inu‘ﬁiz Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 214,420,960
yang Disediakan V! yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik I\Pn?lrirlleg'a‘:::znPeB:nr"gn
1.7 Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintahjan 9
Pemerintahan Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, \(J:’umlah‘Kenldaraarli Dinas genyelt::]laan JasBa_ Joumlah_KenldaraaE Dinas
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perasional atau Lapangan ) emeliharaan, Biaya perasional atau Lapangan )
1 Perizinan Kendaraar"l Dinas yang Dipelihara dan 5 Unit 200,000,000 Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan 23 Unit 203,730,000
Operasional atau Lapangan Dibayarkan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dibayarkan Pajak dan
P pang Perizinannya Operasional atau Lapangan Perizinannya
" I Jumlah Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan
2 | RemeliharaanRehabiitasi Gedung | gangunan Lainnya yang 1 Unit 400,000,000 | Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 252,937,000
9 Y Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Pendukung Gedung Kantor Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
3 dan Prasarana Gedung Kantor atau atau 1 Unit 45,000,000 Gedung Kantor atau atau 50 Unit 34,590,000
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Ban. ur?an Lainnya Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi 9 Y Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM Pengaduan Masyarakat PROGRAM Pengaduan Masyarakat
1} PENYELENGGARAAN Memenuhi Syarat yang 100 Persen PENYELENGGARAAN Memenuhi Syarat yang 100 Persen
PENGAWASAN Ditindaklanjuti PENGAWASAN Ditindaklanjuti
Per t: Rekc d Persentase Rekomendasi
Hasil Pengawasan Aparat Hasil Pengawasan Aparat
Pengawas Eksternal dan 74 Persen Pengawas Eksternal dan 74 Persen
Internal yang Internal yang
Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti
21 Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan
) Internal Pengawasan Internal
Pengawasan Kinerja Pemerintah Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Jumiah Laporan
1 HasilPengawasan Kinerja 84 Laporan . HasilPengawasan Kinerja 50 Laporan 314,938,000
Daerah Pemerintah Daerah 1,200,000,000 Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
P K Jumlah Laporan Hasil P K Jumlah Laporan Hasil
engawasan Keuangan Pengawasan Keuangan engawasan Keuangan Pengawasan Keuangan
2 Pemerintah Daerah Pemgerintah Daerah 9 84 Laporan 500,000,000 Pemerintah Daerah Pemgerintah Daerah 9 73 Laporan 624,318,000
. - Jumlah Laporan Hasil Reviu . . Jumlah Laporan Hasil Reviu
3 Reviu Laporan Kinerja Laporan Kinerja 84 Laporan 300,000,000 Reviu Laporan Kinerja Laporan Kinerja 7 Laporan 409,920,000
. Jumlah Laporan Hasil Reviu . Jumlah Laporan Hasil Reviu
4 Reviu Laporan Keuangan Laporan Keuangan 84 Laporan 250,000,000 Reviu Laporan Keuangan Laporan Keuangan 30 Laporan 61,470,000
p u dan Tekni Jumlah Laporan Hasil P U d Jumlah Laporan Hasil
engawasan Umum dan Teknis P u d engawasan Umum dan P u dan
5 engawasan Umum dan 6 Laporan § engawasan Umum 8 Laporan 50,305,000
Kabupaten/Kota Teknis Kabupaten/Kota P 300,000,000 Teknis Kabupaten/Kota Teknis Kabupaten/Kota P
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Jumlah Kesepakatan
6 Kerja Sama Pengawasan Pengawasan Internal yang 1 Kesepakatan 250,000,000
Terbentuk
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil
Monitoring dan Evaluasi Tindak Monitoring dan Evaluasi Tigg;ﬁrll_?njua:r;-!a\s{ﬁ uasi Monitoring dan Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tindak Lanjut Hasil y Lanjut Hasil
7 | dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Rl dan 6 Dokumen 450,000,000 ?;’L‘:&"I‘jﬂiﬂ E::':”R' dan Pemeriksaan BPK RI dan 105 Dokumen 247,763,000
Pemeriksaan APIP Tindak Lanjut Hasil P K ) APIP Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP emeriksaan Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan
2.2 :::y:l::ﬂg:ar:a:e:::?:wasan Pengawasan dengan
9 I Tujuan Tertentu
. Jumlah Laporan Penyelesaian . Jumlah Laporan Penyelesaian
1 Ez?fr}ginﬁg :?:/)I;s:zsr:;]an Kerugian Negara/Daerah yang 1 Laporan 250,000,000 E:p:r}giny\?: Z?;)I?;Z?:Lan Kerugian Negara/Daerah yang 44 Laporan 172,128,000
9 9 Ditangani 9 9 Ditangani
Pengawasan dengan Tujuan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Jumlah Laporan Hasil
2 T rtgnt 9 ! Pengawasan dengan Tujuan 12 Laporan 1,200,000,000 Tui 9 n Tertent 9 Pengawasan dengan Tujuan 39 Laporan 725,188,000
ertentu Tertentu ujuan Tertentu Tertentu
PROGRAM PERUMUSAN
m ;EgSmNPigﬁgﬂngNGAN Indeks Survei Penilaian 715 Point KEBIJAKAN, Indeks Survei Penilaian 715 Point
DAN ASISTE’NSI Integritas (SPI) : PENDAMPINGAN DAN Integritas (SPI) :
ASISTENSI
" . Perumusan Kebijakan
31 | Bidang pengawasandan | Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan E gawa b,
asilitasi Peng 1
. - Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Jumlah Rekomendasi
1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Kebijakan Teknis di Bidang 1 Rekomendasi | 200,000,000 | Teknis di Bidang Kebijakan Teknis di Bidang 2 Rekomendasi 128,656,000
Bidang Pengawasan - ;
Peng 1 yang Disusun Peng ) Pengaw: 1 yang Disusun
Jumlah Rekomendasi
Perumusan Kebijakan Teknis di Kebijakan Teknis di Bidang "
2 Bidang Fasilitasi Pengawasan Fasilitasi Pengawasan yang 1 Rekomendasi 200,000,000
Disusun
3.2 Pendampingan dan Asist F:epqam[?mgan dan
Jumlah Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah
Pendampingan dan Asistensi yang Dilakukan Pendampingan dan yang Dilakukan Pendampingan
1 pingan Pendampingan dan Asistensi 42 PD 200,000,000 Asistensi Urusan dan Asistensi Urusan 70 PD 548,100,000
Urusan Pemerintahan Daerah N N A
Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Daerah Daerah
Jumlah Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah
Pendampingan, Asistensi, yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, yang Dilakukan
2 Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Pendampingan, Asistensi, 42 PD 200,000,000 Verifikasi, dan Penilaian Pendampingan, Asistensi, 30 PD 41,620,000
Birokrasi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Verifikasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
Koordinasi, Monitoring dan Jumlah Kegiatan Koordinasi, Koordinasi, Monitoring dan Jumlah Kegiatan Koordinasi,
Evaluasi serta Verifikasi Monitoring dan Evaluasi serta . Evaluasi serta Verifikasi Monitoring dan Evaluasi serta .
33 Pencegahan dan Pemberantasan verifikasi Pencegahan dan 12 Kegiatan 700,000,000 Pencegahan dan verifikasi Pencegahan dan 27 Kegiatan 91,699,000
Korupsi Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi
Jumlah Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah
. . . yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi yang Dilakukan
1 Pen'damplngan, Asistensi dgn Pendampingan, Asistensi 42 PD dan Verifikasi Penegakan Pendampingan, Asistensi 29 PD 240,376,000
Verifikasi Penegakan Integritas h . 200,000,000 N R .
dan Verifikasi Penegakan Integritas dan Verifikasi Penegakan
Integritas Integritas

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat | Tahun 2026




2.5. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Daerah  Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki
usulan/program dari masyarakat. Namun demikian, harapan masyarakat
terhnadap tata kelola pemerintahan harus dilaksanakan melalui penerapan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Program
Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang ditetapkan setiap tahunnya oleh
Kepala Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan pada tahun
berkenaan.

Adapun keterkaitan antara tugas pengawasan dengan pelayanan
terhadap masyarakat yaitu :

1. Melakukan penanganan pengaduan masyarakat, dan lembaga sehubungan
dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintah
daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Melalui
pemeriksaan dengan tujuan tertenti atau audit investigasi.

2. Melakukan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan
pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
yaitu diantaranya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan
umum dan dan tata ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman,
bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat,
bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, bidang lingkungan hidup, bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pengendalian penduduk dan
keluaraga berencana, bidang perhubungan, bidang komunikasi dan
informatika, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang penanaman
modal, bidang kepemudaan dan olah raga, bidang statistik, bidang
persandian, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang perpustakaan
dan kearsipan, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang perindustrian,
bidang transmigrasi, bidang pemerintahan umum.

3. Reviu dokumen perencanaan dan anggaran daerah dimana dalam kegiatan
reviu tersebut membandingkan kesesuaian dokumen perencanaan dan
anggaran perangkat daerah dengan hasil musrenbang yang merupakan hasil
dari usulan seluruh masyarakat,

4. Implementasi Perjanjian Kerjasama antara APIP dan APH terkait dengan

pengaduan masyaraka

Dokumen ini tefah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk
menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun
2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang
di Sidang Umum PBB pada September 2015. 17 Tujuan tersebut yaitu: (1)Tanpa
Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
(4)Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi
Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan
Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan;
(11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi
yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem
Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan

yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Gambar 3.1
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals
(TPB/SDGs)

& TUIUAN cerieLanunan

PENDEXDKAN KESETARAAN ﬁ AR BERSIHOAN
BERKUALITAS GENDER SAMITASILAY A

TANPA
KEVESKIUN KELAPARAN DANSEJANTERA

PENERJAAN LAYAK
DAN PERTUNBUHAN
EXONOVI

10 BERNURANGNYA
KESENJANGAN

13 PENANGANAN 14 EXDSISTEN

16 PERDAMAUN 17 KEWTRAMN
PERUBAHAN IKLIN LAUTAN KEADILAN DAN UNTUX MENCAPAI @
NELEMBAGAAN TUJUN
oo TUIUAN
3 PEMBANGUNAN
; B BERKELANJUTAN
ot i cotarmmen wot TROLARACE | COMPMY
b - ot
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik TN

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). f 2
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Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki keterkaitan erat

terhadap 1 (satu) tujuan dari 17 (tujuh belas) tujuan TPB/SDGs yakni tujuan 16

Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh dengan indikator

SDGs berupa indeks perilaku anti korupsi (IPAK) yang dalam pengukurannya

mengunakan angka Survei Penilaian Integritas (SPI).

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2026 mengacu pada rancangan Rencana Strategis
(Renstra) 2025-2029 dan racangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

2026 sebagai berikut :
3.21 Tujuan

Dalam upaya memujudkan misi provinsi Sulawesi

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan tujuan strategis
yakni “Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)” Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP) adalah tingkat kematangan dalam penyelenggaraan SPIP itu
sendiri, yang menunjukkan seberapa baik suatu instansi pemerintah
dalam mencapai tujuan pengendalian intern.

Penialaian Maturitas SPIP digunakan untuk mengevaluasi efktifitas dan
efisiensi kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan,
keamanan asset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan.

SPIP merupakan proses yang integral dan berkelanjutan yang
melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengendalikan kegiatan
pemerintahan. Penerapan SPIP sangat diperlukan dalam membantu
pencapaian tujuan pemerintah yang efektif dan efisien serta
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan
negara.

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah sistem
pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan

menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). /44
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3.2.2

melakukan

pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan

pemerintahannya. Pengendalian internal tentu dapat  melengkapi
pengendalian eksternal yang sudah ditegakkan pemerintah, seperti
pengendalian melalui lembaga kepolisian, kejaksaan, pemberantas
korupsi, pengawas keuangan maupun lembaga peradilan lainnya. Yang
membedakan sistem pengendalian intern ini adalah mekanisme
pengendaliannya yang lebih menjamin kualitas dan kinerja pemerintahan
secara keseluruhan (apalagi jika berhasil diterapkan di seluruh lembaga
pemerintah pusat dan daerah). Prakondisi ini selanjutnya akan
menghindarkan penyelenggara negara dari tuntutan hukum administrasi,

perdata maupun pidana.

Sasaran

Tujuan yang telah ditetapkan tentu akan dicapai melalui capaian
hasil dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Olehnya itu
dalam rangka mencapai tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi
Barat menetapkan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Pemerintahan Daerah”

Program Inspektorat Daerah yang akan dilaksanakan diharapkan
dapat meningkatkan kualitas  pengawasan pemerintahan daerah.
Meningkatkan kualitas hasil pengawasan berarti meningkatkan efektifitas
dan efisiensi kegiatan pengawasan, yang mencakup penggunaan sumber
daya yang lebih baik, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan
kompetensi personil pengawas. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan
rekomendasi yang dapat konstruktif dan bermanfaat serta memastikan
bahwa hasil pengawasan dapat digunakan sebagai dasar untuk
perbaikan.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2025-2029

Sasaran T s Indikator Target
ujuan asaran i
RPJMD : TujuaniSasaran 5,06 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Membaiknya | Meningkatkan | Meningkatnya | Maturitas Sistem
pengendalian | Maturitas Kualitas Pengendalian
dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Level | Level | Level | Level | Level
pengawasan | Pengendalian | Pemerintahan | (SPIP) 3 3 3 3 3
Internal Daerah (3,30) | (3,35) | (3,40) | (3,45) | (3,50)
Pemerintah
(SPIP)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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3.3.

Kapabilitas Aparat

Pengawasan Level | Level | Level | Level | Level
Internal Pemerintah | 3 3 3 3 3
(APIP)

Persentase
Rekomendasi Hasil
Pengawasan Aparat
Pengawas Eksternal | 74 76 78 80 82
dan Internal Yang
Terselesaikan Tahun
n-1

Sebagaimana tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi
Barat pada tabel diatas dan isu-isu penting yang harus diselesaikan pada tahun
2026 maka prioritas rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2026 diantaranya :
1. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
2. Meningkatkan Kapablitas APIP
3. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

BPK dan APIP

4. Menyelesaikan seluruh tindak lanjut pengaduan masyarakat

5. Meningkatkan indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)

Program dan Kegiatan Tahun 2026

Rencana Kerja 2026 menggunakan program dan kegiatan yang telah
dipetakan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 — 2029 kedalam
program sesuai dengan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Daerah, Permendagri nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah. Serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050 — 3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Inspektorat Daerah memiliki 1 (satu) program penunjang dengan 7
(Tujuh) kegiatan dan 2 (dua) program teknis dengan 4 (Empat) kegiatan yang
mendukung rencana kerja Tahun 2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 7 Kegiatan
yaitu :
1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). /44
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3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

. Program Penyelenggaran Pengawasan

Program penyelenggaraan pengawasan terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

1) Penyelenggaran Pengawasan Internal

2) Penyelenggaran Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

. Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi terdiri dari 2

Kegiatan yaitu :

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan

2) Pendampingan dan Asistensi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik TN
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). / 4 A\
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

41 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah

Program Kerja Tahun 2026 mengacu pada prioritas pembangunan yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang
disaikan dalam tabel Casecading sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program Kegiatan Prirotas Tahun 2026

RPJMD 2025-2029

RKPD 2026

RENJA PD 2026

Misi

Tujuan

Sasaran

Prioritas
Pembangunan

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Memperkuat
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Baik
dan
Akuntabel
serta
Mewujudkan
Pelayanan
Dasar yang
Berkualitas

Memperkuatat
Reformasi
Birokrasi

Membaiknya
Pengendalian
dan
Pengawasan

Penguatan Tata
Kelola
Pemerintahan yang
Akuntabel serta
Keamanan dan
Ketertiban
Masyarakat

» Peningkatan
sistem dan
budaya
pemerintahan
yang anti KKN

Program
Penyelenggaran
Pengawasan

Penyelenggaraan
Pengawasan
Internal

Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah

Pengawasan
keuangan
Pemerintah Daerah

Reviu Laporan
Kinerja

Reviu Laporan
Keuangan

Pengawasan Umum
dan Teknis
Kabupaten/Kota

Monitoring dan
Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK
RI dan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

Penyelenggaraan
Pengawasan
dengan Tujuan
Tertentu

Penanganan
Penyelesaian
Kerugian
Negara/Daerah

Pengawasan
dengan Tujuan
Tertentu

Program
Perumusan
Kebijakan,
Pendampingan
dan Asistensi

Perumusan
Kebijakan Teknis
di Bidang
Pengawasan dan
Fasilitasi
Pengawasan

Perumusan
Kebijakan Teknis di
Bidang Pengawasan

Pendampingan
dan Asistensi

Pendampingan dan
Asistensi Urusan
Pemerintahan
Daerah

Pendampingan,
Asistensi, Verifikasi,
dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi serta
Verifikasi
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi

Pendampingan,
Asistensi dan
Verifikasi
Penegakan
Integritas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). f
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4.2

Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISAS|I PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

TAHUN 2026

NO KODE

URUSAN/ BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN

TARGET

PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

F T DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

3

18

INSPEKTORAT DAERAH

17.279.929.010,00

34.902.651.991,00

UNSUR PENGAWASAN
URUSAN PEMERINTAHAN

17.279.929.010,00

34.902.551.991,00

6.01

INSPEKTORAT DAERAH

17.279.929.010,00

34.902.551.991,00

1 6.01.01

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Persentase Sarana dan
Prasarana Aparatur dalam
Kondisi Baik

Indeks SPBE Perangkat
Daerah

Capaian Realisasi

Anggaran
Nilai SAKIP Perangkat
Daerah

94 Persen
4.24 Pain

13.623.448.010,00

16.102.651.991,00

Capaian

Manajemen Perangkat
Daerah ]

Anggaran

Indeks SPBE Perangkat
Daerah

Nilai SAKIP Perangkat
Daerah
Persentase Sarana dan

Prasarana Aparatur dalam
Kondisi Baik

100.00

84.20

414

80.00
99.90

100.00
419
82.70
92.00

100.00

424

94.00

13.623.448.010,00

16.102.551.991,00

6.01.01.1.01

Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKFD

Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

Jumlah Laporan Capaiar
Kinerja dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Jurntah Dokumen DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordnasi
Penyusunan Dokurnen
DPA-SKFD

Jumiah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumiah Dokurmen
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

1 Dokumen
1 Dokumen
3 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen

229.894.600,00

PP-5.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an yang
Akuntabel

Keamanan
pemberant | dan
Ketertiban

Masyarakat

Judi, dan pe
nyeludupan

Inspektorat

100.000.000,00

INSPEKTORAT DAERAH

6.01.01.1.01 0001

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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NO

KODE

URUSAN/ BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN/SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2026

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

8

9

10

1"

12 13

16

17

Jumiah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

2 Dokumen

95.662.400,00

Kab. Mamuju,
Semua
Kecamatan,
Semua KelDesa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkua
treformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

PP-5.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an yang
Akuntabel
serta
Keamanan
dan
Ketertiban
Masyarakat

Inspektorat

20.000.000,00

INSPEKTORAT DAERAH

6.01.01.1.01.0002

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

Jumiah Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

1 Dokumen

19.651.400,00

Kab. Mamuju,
Semua
Kecamatan,
Semua KelDesa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkua
treformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

PP-5.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an yang
Akuntabel
serta
Keamanan

dan
Ketertiban
Masyarakat

Inspektorat

20.000 000,00

INSPEKTORAT DAERAH

6.01.01.1.01.0003

Keordinasi dan Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA-SKPD

Jumiah Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

1 Dokumen

19.126.400,00

Kab. Mamuju,
Semua
Kecamatan,
Semua KelDesa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

PP-5.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an yang
Akuntabel
serta
Keamanan
dan
Ketertiban
Masyarakat

Memperkua
treformasi

hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Inspektorat

14.000.000,00

INSPEKTORAT DAERAH

6.01.01.1.01.0004

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG e TAA'I:SET REALISASI P&Em CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OQUTCOME / KEGIATAN/ RENJA OPD PRIORITAS PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OFD TAHUN TARGET
SUB KEGIATAN OFD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
Jumiah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 19.955.400,00 | Kab. Mamuju, PEMDAPATAN | Memperkua | PP-5 Inspektorat 14.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
dan Laporan Hasil Koordinasi Semua ASLI DAERAH treformasi | Penguatan
Penyusunan Dokumen Kecamatan, (PAD) polifik, Tata Kelola
DPA-SKPD Semua KelDesa hukum dan | Pemerintah
birokrasi, anyang
serta memp | Akuntabel
erkuat penc | serta
egahan dan | Keamanan
pemberant | dan
asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
6.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumiah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 19.322.200,00 | Kab. Mamuju, PENDAPATAN | Memperkua | PP-5. Inspektorat 14.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
DPA-SKPD dan Laporan Semua ASLI DAERAH | treformasi | Penguatan
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, (PAD) polifik, Tata Kelola
Dokumen Perubahan Semua KelDesa hukum dan | Pemerintah
DPA-SKPD birokrasi, an yang
serta memp | Akuntabel
erkuat penc | serta
egahan dan | Keamanan
pemberant | dan
asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
6.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhiisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumiah Laporan Capaian 3 Laporan 56.156.800,00 | Kab. Mamuju, PENDAPATAN | Memperkua | PP-5. Inspektorat 18.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Kinerja dan lkhtisar Realisasi Semua ASLI DAERAH treformasi | Penguatan
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, (PAD) polifik, Tata Kelola
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua KelDesa hukum dan | Pemerintah
Laporan Capaian Kinerja dan birokrasi, | an yang
Ikhiisar Realisasi Kinerja serta memp | Akuntabel
SKPD erkuat penc | serta
egahan dan | Keamanan
pemberant | dan
asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM
KEGIATAN/SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
‘OPD TAHUN
2026

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

9

10

11

12

13

16

17

6.01.01.1.02

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Pelaporan
dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

12 Dokumen
77 ASN

11.209 521 483,00

treformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

PP-5.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
anyang
Akuntabel
serta
Keamanan
dan
Ketertiban
Masyarakat

11.732 551.991,00

INSPEKTORAT DAERAH

6.01.01.1.02.0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumiah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

77 Orang/
Bulan

11.234 160.283,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua KelDesa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
treformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant

korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

PP-5,
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
anyang
Akuntabel
serfa
Keamanan
dan
Ketertiban
Masyarakat

Inspektorat

11.524.551.991,00

INSPEKTORAT DAERAH

13.623.448.010,00

16.102.551.991,00

6.01.01.1.02.0002

ASN

Jumiah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

12 Dokumen

31.230.400,00

Kab. Mamuju,
Semua
Kecamatan,
Semua KelDesa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkua
t reformasi
politi,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

PP-5.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an yang
Akuntabel
serfa
Keamanan
dan
Ketertiban
Masyarakat

Inspektorat

200.000.000,00

INSPEKTORAT DAERAH

6.01.01.1.02.0007

i dan F

Laporan gan Bulanan/ Tri

SKPD
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG oL e T:RKI?IET REALISASI Flé:l;mﬂ CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE MEHERANTEROSIAM KEGIATAN/ SUB PERIODE | CAPAIAN | 1aRGET RENJA HELOM N L DARRAN
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 o 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 7
Jumiah Laporan Keuangan 12 Laporan 34.130.800,00 | Kab. Mamuju, PENDAPATAM PP-5. 8.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Bulanan/ Semua ASLI DAERAH treformasi | Penguatan
Triwulanan/Semesieran Kecamatan, (PAD) politik, Tata Kelola
SKPD dan Laporan Semua KelDesa hukum dan | Pemerintah
Koordinasi Penyusunan birckrasi, an yang
Laporan Kewangan Bulanan/ serta memp | Akuntabel
Triwulanar/Semesteran erkuat penc | serta
SKPD egahan dan | Keamanan
pemberant | dan
asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
[ i D Capaian i 100.00 414 100.00 100.00 13.623.448.010,00 | - - - - 16.102.551.991,00 | -
Manajemen Perangkat Anggaran
Daerah | 440 82.50 4.19 424
Indeks SPBE Perangkat
Daerah 84.20 90.00 82.70 83
Nilai SAKIP Perangkat 99.90 92.00 94.00
Daerah
Persentase Sarana dan
Prasarana Aparatur dalam
Kondisi Baik
6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Jumiah Orang yang - 77 Orang 468.048.000,00 PP-5. 970.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Perangkat Daerah Mengikuti Sosialisasi 77 Orang treformasi | Penguatan
Perattiran 77 Orang politik, Tata Kelola
Pemndang-Undangan hukum dan | Pemerintah
Jumiah Pegawai birokrasi, an yang
Berdasarkan Tugas dan serta memp | Akuntabel
Fungsi yang Mengikufi erkuat penc | serta
Pendidikan dan Pelatihan egahan dan | Keamanan
Jumiah Paket Pakaian Dinas pemberant | dan
Beserta Atribut Kefengkapan asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 0,00 | Kab. Mamuiju, PENDAPATAN PP-5. 120.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Beserta Atribut Kelengkapan Semua ASLI DAERAH treformasi | Penguatan
Kecamatan, (PAD) politik, Tata Kelola
Semua KelDesa hukum dan | Pemerintah
birckrasi, an yang
serta memp | Akuntabel
erkuat penc | serta
egahan dan | Keamanan
pemberant | dan
asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

6.01.01.1.05.0009

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN/ BIDANG e T::'ﬁsl REALISASI w CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
no Koot QUTCOME KEGIATAN/ NEpia Al sn PERIODE | oIl Gpp | TARGET RENIA PRIORITAS "SASARAN. PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15 16 a7
Jumiah Pegawai 77 Orang 436.928.000,00 | Kab. Mamuju, PENDAPATAM Memperkua | PP-5 Inspektorat 750.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Berdasarkan Tugas dan Semua ASLI DAERAH treformasi | Penguatan
Fungsi yang Mengikuti Kecamatan, (PAD) politik, Tata Kelola
Pendidikan dan Peiatihan Semua KelDesa hukum dan | Pemerintah
birokrasi, anyang
serta memp | Akuntabel
erkuat penc | serta
egahan dan | Keamanan
pemberant | dan
asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
6.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumiah Orang yang 77 Orang 31.120.000,00 | Kab. Mamuju, PENDAPATAN | Memperkua | PP-5 Inspektorat 100.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Mengikuli Sosialisasi Semua ASLI DAERAH treformasi | Penguatan
Peraturan Kecamatan, (PAD) politik, Tata Kelola
Perundang-Undangan ‘Semua Kel/Desa hukum dan | Pemerintah
birokrasi, | anyang
serta memp | Akuntabel
erkuat penc | serta
egahan dan | Keamanan
pemberant | dan
asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
6.01.01.1.06 Administrasi Umum Jumiah Paket Peralatan 1 Paket 770.138.767,00 Memperkua | PP-5. Inspektorat 1.250.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Perangkat Daerah Rumah Tangga yang 1 Paket treformasi | Penguatan
Disediakan 1 Paket politik, Tata Kelola
Jumiah Paket Peralatan dan 1 Laporan hukum dan | Pemerintah
Perfengkapan Kantor yang 1 Paket birokrasi, an yang
Disediakan 1 Paket serta memp | Akuntabel
Jumiah Paket Barang 41 Dokumen erkuat penc | serta
Cetakan dan Penggandaan egahan dan | Keamanan
yang Disediakan pemberant | dan
Jumiah Laporan asan Ketertiban
Penyelenggaraan Rapat korupsi, Masyarakat
Koordnasi dan Konsultasi narkoba,
SKPD judi, dan pe
Jumiah Dokumen Bahan nyeludupan
Bacaan dan Peraturan
Peundang-Undangan yang
Disediakan
Jumiah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
Jumiah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

6.01.01.1.06 0001

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSANIBIDANG | ypiatoRPROGRAM/ | AKHIR | REALISASI | cyppay N
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
OUTCOME / KEGIATAN/ KEGIATAN RENSTRA | RENJAOPD | ' or o UN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 £l 6 78 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 1w
[ y Capaian 100.00 4.14 100.00 100.00 13.623.448.010,00 | - - - - - 16.102.551.991,00 | -
Manajemen Perangkat Anggaran
Daerah ] 440 82.50 419 424
Indeks SPBE Perangkat
Daerah 84.20 90.00 82.70 83
Nilai SAKIP Perangkat 99.90 92.00 94.00
Daerah
Persentase Sarana dan
Prasarana Aparatur dalam
Kondisi Baik
6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 12 Laporan 173.920.400,00 | Semua PENDAPATAN | Memperkua | PP-5. Inspektorat 500.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Kota/Kab, ASLI DAERAH | treformasi | Penguatan
Koordinasi dan Konsultasi Semua (PAD) polifik, Tata Kelola
SKPD Kecamatan, hukum dan | Pemerintah
Semua KelDesa birokrasi, an yang
serta memp | Akuntabel
erkuat penc | serta
egahan dan | Keamanan
pemberant | dan
asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
6.01.01.1.06.0011 Dukungan P Sistem P i Berbasis Elektronik pada SKPD
Jumiah Dokurmen Dukungan 41 Dokumen 281.875.200,00 | Kab. Mamuju, PENDAPATAN | Memperkua | PP-5. Inspektorat 200.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Pelaksanaan Sistem Semua ASLI DAERAH | treformasi | Penguatan
Pemerintahan Berbasis Kecamatan, (PAD) politk, Tala Kelola
Elektronik pada SKPD Semua KelDesa hukum dan | Pemerintah
birokrasi, an yang
serta memp | Akuntabel
erkuat penc | serta
egahan dan | Keamanan
pemberant | dan
asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
- - - - - - 13.623.448.010,00 | - - - - - 16.102.551.991,00 | -
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN/ BIDANG e T:KR:‘EIE[ REALISASI Fléo:m CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
T
NO KODE LRUCAN RO | KEGIATAN/ SUB PERIODE | SAPAIAN | 1aRcET RENJA HELDMEOK r LAkl
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 11 12 13 14 15 16 17
6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah Unit Sarana dan - 10 Unit 51.707 200,00 Memperkua | PP-5. Inspektorat 600.000 000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Daerah Penunjang Prasarana Gedung Kantor treformasi | Penguatan
ataw Bangunan Lainnya yang politik, Tata Kelola
Urusan Pemerintah Daerah | Disediakan hukum dan | Pemerintah
birokrasi, ‘an yang
serta memp | Akuntabel
erkuat penc | serta
egahan dan | Keamanan
pemberant | dan
asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkaba,
judi, dan pe
nyeludupan
6.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumiah Unit Sarana dan 10 Unit 51.707.200,00 | Kab. Mamuju, PENDAPATAN Memperkua | PP-5. Inspekiorat 600.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Prasarana Pendukung Semua ASLI DAERAH treformasi | Penguatan
Gedung Kantor atau Kecamatan, (PAD) politik, Tata Kelola
Bangunan Lainnya yang Semua KelDesa hukumn dan | Pemerintah
Disediakan birokrasi. an yang
serta memp | Akuntabel
erkuat penc | serta
egahan dan | Keamanan
pemberant | dan
asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
[ Capaian 100.00 414 100.00 100.00 13.623.448.010,00 | - - - 16.102.561,991,00 | -
Manajemen Perangkat Anggaran
Daerah ] 440 82.50 4.19 424
Indeks SPBE Perangkat
Daerah 84.20 90.00 82.70 83
Nilai SAKIP Perangkat 99.90 92.00 94.00
Daerah
Persentase Sarana dan
Prasarana Aparatur dalam
Kondisi Baik
6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang | Jumlah Laporan Penyediaan | - 1 Laporan 312.880.960,00 Memperkua | PP-5. Inspektorat 700.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Urusan Jasa Pelayanan Umum 1 Laporan treformasi | Penguatan
Kantor yang Disediakan politik, Tata Kelola
Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan hukum dan | Pemerintah
Jasa Komunikasi, Sumber birokrasi, an yang
Daya Air dan Listrik yang serta memp | Akuntabel
Disediakan erkuat penc | serta
egahan dan | Keamanan
pemberant | dan
asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

6.01.01.1.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN AN MAJ RN
LIS AN (BN INDKATORPROGRAM | |  AKHIR | REALISASI | “ppppay s
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
QUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 ) 4 5 6 T 8 9 10 " 12 13 14 15 16 7
Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 98.460.000,00 | Kab. Mamuju, PENDAPATAN | Memperkua | PP-5. Inspektorat 150.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Jasa Komunikasi, Sumber Semua ASLI DAERAH treformasi | Penguatan
Daya Air dan Lisirik yang Kecamatan, (PAD) politik, Tata Kelola
Disediakan Semua KelDesa hukumdan | Pemerintah
birokrasi, | an yang
serta memp | Akuntabel
erkuat penc | serta
egahan dan | Keamanan
pemberant | dan
asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumiah Laporan Penyediaan 12 Laporan 214.420960,00 | Kab. Mamuju, | PENDAPATAN | Memperkua | PP-5. Inspektorat 550.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Jasa Pelayanan Umum Semua ASLI DAERAH treformasi | Penguatan
Kantor yang Disediakan Kecamatan, (PAD) politik, Tata Kelola
Semua KelDesa hukum dan | Pemerintah
birokrasi, an yang
serta memp | Akuntabel
erkuat penc | serta
egahan dan | Keamanan
pemberant | dan
asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik | Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 491.257.000,00 Memperkua | PP-5. Inspektorat 750.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Daerah Penunjang Urusan Bangunan Lainnya yang 23 Unit treformasi | Penguatan
Pemerintahan Daerah Dipelihara/Direhabiltasi 50 Unit politik, Tata Kelola
Jumlah Kendaraan Dinas hukum dan | Pemerintah
Operasional atau Lapangan birokrasi, an yang
yang Dipelihara dan serta memp | Akuntabel
Dibayarkan Pajak dan erkuat penc | serta
Penzinannya egahan dan | Keamanan
Jumlah Sarana dan pemberant | dan
Prasarana Gedung Kantor asan Ketertiban
atau Bangunan Lainnya yang Kkorupsi, Masyarakat
Dipelihara/Direhabilitas narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
6.01.01.1.09.0002 Jasa P Biaya P , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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s TARGET [ oo o o | PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MM
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE DRUSANJFROGRAM ] KEGIATAN / SUB PERIODE CAEARAN TARGET RENJA HELOMEDR T
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 " 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kendaraan Dinas 23 Unit 203.730.000,00 | Kab. Mamuju, PENDAPATAN Memperkua | PP-5 Inspektorat 300.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Operasional atau Lapangan Semua ASLI DAERAH | treformasi | Penguatan
yang Dipelihara dan Kecamatan, (PAD) politik, Tata Kelola
Dibayarkan Pajak dan Semua KellDesa hukumdan | Pemerintah
Penizinannya birokrasi, | anyang
serta memp | Akuntabel
erkuat penc | serta
egahan dan | Keamanan
pemberant lan
asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
6.01.01.1.00.0009 Pemeliharaan/Rehabililasi Gedung Kanlor dan Bangunan Lainnya
Jumilah Gedung Kantor dan 1 Unit 252.937.000,00 | Kab. Mamuju, PENDAPATAN Memperkua | PP-5. Inspektorat 400.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
Bangunan Lainnya yang Semua ASLIDAERAH | treformasi | Penguatan
Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan, (PAD) politik, Tata Kelola
Semua KelDesa hukumdan | Pemerintah
birokrasi, an yang
serta memp | Akuntabel
erkuat penc | serta
egahan dan | Keamanan
pemberant | dan
asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
- - - - - - 13.623.448.010,00 | - - - - - - 16.102.551.991,00 | -
6.01.01.1.09.0011 il Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jurniah Sarana dan 50 Unit 34.590.000,00 | Kab. Mamuju, PENDAPATAN Memperkua | PP-5. Inspektorat 50.000.000,00 [ INSPEKTORAT DAERAH
Prasarana Pendukung Semua ASLI DAERAH treformasi | Penguatan
Gedung Kantor atau Kecamatan, (PAD) politik, Tata Kelola
Bangunan Lainnya yang Semua KeliDesa hukumdan | Pemerintah
Dipelihara/Direhabilitasi birokrasi, an yang
serta memp | Akuntabel
erkuat penc | serta
egahan dan | Keamanan
pemberant | dan
asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkoba,
Judi, dan pe
nyeludupan
2 | e01.02 PROGRAM Pengaduan Masyarakat - 100 Persen 2.606.030.000,00 - 14.450.000.000,00
PENYELENGGARAAN Memenuhi Syarat yang 74 Persen
Tindakianjut Rekomendasi
BPK
[ Menurunnya Pengaduan Masyarakat 100 100 100 100 2.606.030.000,00 | - - - - - - 14.450.000.000,00 | -
penyelewengan atau Memenuhi Syarat yang
i baik yang iti juti 80 70 72 74
bersifat anggaran maupun
proses dan kewenangan] | Tindaklanjut Rekomendasi
BPK
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NO KODE

URUSAN/ BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OFD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA

OFD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

1

12

13

14

15 16

17

Jumfah Laporan Hasil
Pengawasan dengan Tujuan
Tertentu

39 Laporan

725.188.000,00

Semua
Kola/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua KelDesa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD), DANA
ALOKASI UMUM
(DAU)

Memperkua
treformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
karupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

PP-5.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an yang
Akuntabel

Masyarakat

Perangkat Daerah

1.200.000.000,00

INSPEKTORAT DAERAH

3 | 60103

PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI

Indeks Survei Penilaian
Integritas (SPI)

71,50 Poin

1.050.451.000,00

4.350.000.000,00

[ Meningkatnya kuliatas
pendampingan dan
asistensi]

Indeks Survei Penilaian
Integritas (SPI)

73

m

71.50

1.060.451.000,00

4.350.000.000,00

60103101

Perumusan Kebijakan Teknis
di Bidang

Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan

Jumlah Rekomendasi
Kebijzkan Teknis di Bidang
Pengawasan yang Disusun

2 Rekomend
asl

128.656.000,00

Memperkua
treformasi
itik.

hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

PP-5.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an yang
Akuntabel
serta
Keamanan
dan
Ketertiban
Masyarakat

Perangkat Daerah

200.000.000,00

INSPEKTORAT DAERAH

6.01.03.1.01.0001

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang

Pengawasan

Jumlah Rekomendasi
Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan yang Disusun

2 Rekomend
asi

128.656.000,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD), DANA
ALOKASI UMUM
(DAU)

Memperkua
treformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

PP-5,
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an yang
Akuntabel
serta
Keamanan
dan
Ketertiban
Masyarakat

Perangkat Daerah

200.000.000,00

INSPEKTORAT DAERAH
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN/ BIDANG e T:I?P(I;IRH REALISASI PIéAAI:mN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN/ KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 2 4 5 ] i’ 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17
6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi | Jumlah Perangkat Daerah - 29 Perangkat 921.795.000,00 Memperkua | PP-5. Perangkat Daerah | - 4.150.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
yang Dilakukan Daerah treformasi | Penguatan
Pendampingan, Asistensi 70 Perangkat politik, Tata Kelola
dan Verifikasi Penegakan Daerah hukumdan | Pemerintah
Integritas 27 Kegiatan birokrasi, an yang
Jumlah Perangkat Daerah 30 Perangkat serta memp | Akuntabel
yang Dilakukan Daerah erkuat penc | serta
Pendampingan dan Asistensi egahan dan | Keamanan
Urusan Pemerintahan pemberant | dan
Daerah asan Ketertiban
Jumlah Kegiatan Koordinasi korupsi, Masyarakat
Monttoring dan Evaluasi narkoba,
serta Verifikasi Pencegahan judi, dan pe
dan Pemberantasan Korupsi nyeludupan
Jumlah Perangkat Daerah .
yang Dilakukan
Pendampingan, Asistensi,
Verifikasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi
6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah
Jumlah Perangkat Daerah 70 Perangkat 548.100.000,00 | Semua PENDAPATAN Memperkua | PP-5. Perangkat Daerah 1.750.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
yang Dilakukan Daerah Kota/Kab, ASLI DAERAH | treformasi | Penguatan
[Pendampingan dan Asistensi Semua (PAD), DANA politik, Tata Kelola
Urusan Pemerintahan Kecamatan, ALOKASI UMUM | hukumdan | Pemerintah
Daerah Semua KelDesa | (DAU) birokrasi, | an yang
serta memp | Akuntabel
erkuat penc | serta
egahan dan | Keamanan
pemberant | dan
asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan
Penilaian Reformasi Birokrasi
Jumlah Perangkat Daerah 30 Perangkat 41.620.000,00 | Semua PENDAPATAN Memperkua | PP-5. Perangkat Daerah 200.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH
yang Dilakukan Daerah Kota/Kab, ASLI DAERAH treformasi | Penguatan
Pendampingan, Asistensi, Semua (PAD), DANA politik, Tata Kelola
Verifikasi, dan Penilaian Kecamatan, ALOKASI UMUM | hukumdan | Pemerintah
Reformasi Birokrasi Semua KellDesa | (DAU) birokrasi, an yang
serta memp | Akuntabel
erkuat penc | serta
egahan dan | Keamanan
pemberant | dan
asan Ketertiban
korupsi, Masyarakat
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
'OUTCOME / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN/SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI|

PRIORITAS

NASIONAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

9

1

12 13

14

16

17

Jumiah Kegiatan Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi

serta Veerifikasi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi

27 Kegiatan

91.699.000,00

Semua
Kota/Kab,

Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD), DANA
ALOKASI UMUM
(DAU)

PP-5.
Penguatan
Tala Kelola
Pemerintah
an yang
Akuntabel
serta
Keamanan
dan
Ketertiban
Masyarakat

Memperkua
treformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Perangkat Daerah

2.000.000.000,00

INSPEKTORAT DAERAH

6.01.03,1.02 0004

Pendampingan, Asistensi dan
Penegakan Integritas

Verifikasi

Jumiah Perangkat Daerah
yang Dilakukan
Pendampingan, Asistensi
dan Verifikasi Penegakan
Integritas

29 Perangkat
Daerah

240.376.000,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua KellDesa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD), DANA
ALOKASI UMUM
OAU)

PP-5.
Penguatan
Tala Kelola
Pemerintah
birokrasi, | an yang
Akuntabel
serla
Keamanan
dan
Ketertiban
Masyarakal

nyeludupan

Perangkat Daerah

200.000.000,00

INSPEKT ORAT DAERAH

JUMLAH

17.279.929.010,00

34.902.651.991,00
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 masih
dimungkinkan mengalami perubahan dikarenakan masih akan melalui proses desk
Rencana Kerja dan evaluasi Gubernur yang merupakan bagian dari rangkaian
perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang digunakan sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas.

Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih
bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga
mengacu pada RKPD sebagai jabaran RPJMD, disesuaikan dengan Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2026, yang akan memuat indikator maupun penjabaran pagu anggaran
yang lebih rinci.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2026 ini disusun agar bermanfaat bagi pihak-

pihak terkait.

Mamuju, 19 Agustus 2025
Kepala Inspektorat Daerah,

Drs. H.M. Natsir MM
NIP: 19661231 198603 1 116
Pangkat: Pembina Utama Madya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). /44
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